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ABSTRAK 
 

Aulia Agustina. 170101030844: Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah Terkait Pelaksanaan Tugas Dan 

Fungsi Camat (Studi Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar): (I) H. 

Bahran., S.H., M.H (II) Sulaiman Kurdi, S.Ag., M.Si, pada Progam Studi 

Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023 

 

Kata Kunci: Undang-Undang, Pemerintah Daerah, Tugas dan Fungsi 

 

  

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah disebut dengan 

desentralisasi, sehubungan dengan perangkat daerah, di dalam penjelasan umum 

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mengakui bahwa kepala daerah 

dibantu oleh perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. 

Camat sebagai pemimpin kecamatan berkewajiban untuk menjalankan tugas dan 

wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah serta memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan 

kecamatan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Pertanyaan utama dalam penelitian ini ialah bagaimana implementasi tugas 

dan fungsi camat dalam undang-undang tersebut, serta faktor penghambatnya. 

Peneliti tertarik untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi camat Gambut di 

dalam undang-undang tersebut serta untuk menelisik faktor-faktor penghambatnya 

di lapangan.  

Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis 

sosiologis. Peneliti memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun 

langsung ke objeknya. Lokasi penelitian ini berada di kawasan Kecamatan Gambut 

Kabupaten banjar. Data dalam penelitian ini diperoleh dari obsevasi dan 

wawancara.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi camat 

menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

yaitu belum sepenuhnya optimal. kurangnya kesadaran dan pemahaman 

masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pemerintahan. diperlukan 

upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya partisipasi dalam pemerintahan. Camat harus mengadakan sosialisasi 

dan edukasi yang lebih intensif serta memastikan informasi pemerintahan dapat 

diakses dengan mudah oleh masyarakat.  
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MOTTO 
 

“Allah tidak membebani manusia melebihi batas kemampuannya.” 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA 

 Th : ط .A  16 : ا .1

 Zh : ظ .B  17 : ب .2

 ‘ : ع  .T  18 : ت .3

 Gh : غ  .Ts  19 : ث .4

 F : ف  .J  20 : ج .5

 Q : ق .H  21 : ح .6

 K : ك  .Kh  22 : خ .7

 L : ل .D  23 : د .8

 M : م .Dz  24 : ذ .9

 N : ن  .R  25 : ر .10

 W : و .Z  26 : ز .11

 S  27.  : H : س .12

 ‘ : ء .Sy  28 : ش .13

 Y : ي .Sh  29 : ص .14

    Dh : ض .15

1. Vokal 

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal 

memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut: 

 

 



 

ix 

 

Tanda  Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

  َ  A Fathah 

  َ  I Kasrah 

  َ  U Dhammah 

 

Kata sandang: Contoh: (  ال ج  ان ) ,al-rijâl bukan ar-rijâl (الر   يْو   al-dîwân (الد  

bukan ad-dîwân.Syiddah: Misalnya kata (  ة وْر  ر   tidak ditulis adh-dharûrah (الضَّ

melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya. 

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut: 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

َ  ي   Ai a dan i 

َ  و  Au a dan u 

 

2. Vokal Panjang 

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab 

dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut: 

Tanda Vokal Arab Tanda Vokal Latin Keterangan 

 Â a dengan topi di atas ب ا

 Î i dengan topi di atas ب ي

 Û u dengan topi di atas ب و
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3. Kata Sandang  

Kata sandang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsyiah maupun 

huruf kamariah. Contoh al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân. 

4. Syiddah (Tasydîd) 

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan sebuah  tanda (  َ ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, 

yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, 

hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah 

kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsyiah. Misalnya, kata (  ة وْر  ر   (الضَّ

tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya. 

5. Ta Marbûthah 

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada 

kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut diaksarakan menjadi /h/ (lihat 

contoh 1). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh 

kata sifat (na’t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut 

diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/  

(lihat contoh 3). 

No Kata Arab Alih Aksara 

يْق ة  1  Tharîqah ط ر 

يَّة 2 سْلا  م  ع ة الْْ  ام   Al-Jâmî’ah al-Isâmiyyah الْج 

وْد 3 ج  هْ الْو  حْد   Wahdah al-wujûd و 
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6. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

alih aksara ini huruf kapital tersebut digunakan, dengan mengikuti ketentuan 

yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan 

permulaan kalimat, huruf awal tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. 

Jika nama diri didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. 

Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. 

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia 

(PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya 

ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika 

menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian 

halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. 

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal 

dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar 

katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, 

tidak ‘Abd al- Samad al-Palimbâlîmbani; Nuruddin al-Raniri, qantidak Nûr al-

Dîn al-Rânîrî. 

7. Cara Penulisan Kata 

Setiap kata, baik kata kerja (fi’l), kata benda (ism), maupun huruf (harf) 

ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-

kalimat dalam bahasa Arab. 
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Aksara Arab Alih Aksara 

 dzahaba al-ustĭdzu ذ ه ب  الْ سْتا ذ  

 tsabata al-ajru ث ب ت  الأ جْر  

يَّة ك ة الْع صْر  ر   al-harakah al-‘ashriyyah الْح 

د  أ نْ لْ  إ  ل ه   إ لَّْ اللَّّ ا شْه   asyhadu an lâ ilâha illa Allâh 

ال ح  ل ك الصَّ وْلْ نا  م   Mawlânâ Malik al-Shâlih م 

كثم  اللَّّ   Yu’tsirukum Allâh ي ؤْث ر 

رالْع قْل يَّة  ظ اه   al-mazhâhir al-‘aqliyyah الْم 

ع سْت طْلا  بُّ الْ   ’hub al-istithlâ ح 

انالْما دَّة  ي و  ن  الْح  صْن وْع ة م  الْم   al-mâddah al-mashnû’ah min al-

hayawân 

 tharf al-‘ayni ط رْف  الْع يْن  

ة   س اه م   al-musâhamah الْم 

يْقا   نْ س ل ك  ط ر   Man salaka tharĭqan م 
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